
 

 

BERITA NEGARA 
REPUBLIK INDONESIA 

No.232, 2012 KEMENTERIAN AGAMA. Pendidikan. 
Keagamaan. Islam. 

 
PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 3 TAHUN 2012 
TENTANG 

PENDIDIKAN KEAGAMAAN ISLAM 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA, 

Menimbang  : bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah 
Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan 
Pendidikan Keagamaan, perlu menetapkan Peraturan 
Menteri Agama tentang Pendidikan Keagamaan Islam; 

Mengingat  : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang 
Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4301); 

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru 
dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 456); 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang 
Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4496);  

www.djpp.depkumham.go.id

http://www.djpp.depkumham.go.id


2012, No.232 2 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2007 tentang 
Wajib Belajar Pendidikan Dasar (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4769); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang 
Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 
Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4769); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang 
Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang 
Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4941); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang 
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 
Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 
17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan 
Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5157); 

9. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang 
Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 
tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden 
Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan 
Organisasi Kementerian Negara; 

10. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang 
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara 
serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon 
I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa 
kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden 
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Nomor 92 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua 
Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 
tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian 
Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi 
Eselon 1 Kementerian Negara; 

11. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian 
Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2010 Nomor 592); 

MEMUTUSKAN: 
Menetapkan :  PERATURAN MENTERI AGAMA TENTANG PENDIDIKAN 

KEAGAMAAN ISLAM. 
BAB I 

KETENTUAN UMUM 
Pasal 1 

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 
1. Pendidikan keagamaan Islam adalah pendidikan yang mempersiapkan 

peserta didik untuk dapat menjalankan peranan yang menuntut 
penguasaan pengetahuan tentang ajaran agama Islam dan/atau 
menjadi ahli ilmu agama Islam dan mengamalkan ajaran agama Islam. 

2.  Pendidikan diniyah formal adalah pendidikan keagamaan Islam yang 
diselenggarakan di pondok pesantren secara terstruktur dan 
berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar dan menengah. 

3. Pendidikan diniyah nonformal adalah pendidikan keagamaan Islam di 
luar pendidikan formal yang diselenggarakan baik di dalam maupun di 
luar pondok pesantren dalam bentuk ma’had aly, diniyah takmiliyah, 
pendidikan Al-Qur’an, majelis taklim, pengajian kitab, dan sejenisnya. 

4. Pesantren adalah lembaga pendidikan keagamaan Islam berbasis 
masyarakat baik sebagai satuan pendidikan dan/atau sebagai wadah 
penyelenggara pendidikan.  

5. Pesantren salafiyah adalah pesantren yang menyelenggarakan 
pendidikan dengan menggunakan kitab kuning dan sistem pengajaran 
yang ditetapkan oleh kyai atau pengasuh. 

6. Kitab kuning adalah kitab klasik berbahasa Arab (kutub al-turats) yang 
memiliki akar tradisi keilmuan di pondok pesantren dan sesuai 
dengan nilai-nilai Islam keindonesiaan. 

7. Ma’had aly adalah lembaga pendidikan keagamaan Islam tingkat tinggi 
yang diselenggarakan di pondok pesantren untuk menghasilkan ahli 
ilmu agama Islam (mutafaqqih fiddin) dengan kekhususan bidang 
keilmuan tertentu yang berbasis kitab kuning.  
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8. Diniyah takmiliyah adalah lembaga pendidikan keagamaan Islam yang 
diselenggarakan secara terstruktur dan berjenjang sebagai pelengkap 
pelaksanaan pendidikan agama Islam pada jenjang pendidikan dasar 
dan menengah. 

9. Pendidikan Al-Qur’an adalah lembaga atau kelompok masyarakat yang 
menyelenggarakan pendidikan keagamaan Islam yang bertujuan 
untuk memberikan pengajaran bacaan, hafalan, dan pemahaman Al-
Qur’an.  

10. Majelis taklim adalah lembaga atau kelompok masyarakat yang 
menyelenggarakan pendidikan keagamaan Islam yang bertujuan 
untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang ajaran agama 
Islam. 

11. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai 
tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai 
pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai 
tujuan pendidikan. 

12. Evaluasi pendidikan adalah kegiatan pengendalian, penjaminan, dan 
penetapan mutu pendidikan terhadap berbagai komponen pendidikan 
pada pendidikan diniyah dan pesantren sebagai bentuk 
pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan. 

13. Akreditasi adalah kegiatan penilaian kelayakan program dan/atau 
satuan pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. 

14. Badan Standar Nasional Pendidikan yang selanjutnya disebut BSNP 
adalah badan mandiri dan independen yang bertugas 
mengembangkan, memantau, dan mengendalikan standar nasional 
pendidikan.  

15. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan 
di bidang agama. 

16. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Pendidikan Islam 
Kementerian Agama Republik Indonesia. 

Pasal 2 

Penyelenggaraan pendidikan keagamaan Islam bertujuan untuk:  
a. menanamkan kepada peserta didik untuk memiliki keimanan dan 

ketaqwaan kepada Allah Subhanahu Wa Ta’ala; 

b. mengembangkan kemampuan, pengetahuan, sikap dan keterampilan 
peserta didik untuk menjadi ahli ilmu agama Islam (mutafaqqih fiddin) 
dan/atau menjadi muslim yang dapat mengamalkan ajaran agama 
Islam dalam kehidupannya sehari-hari; dan 
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c. mengembangkan pribadi akhlakul karimah bagi peserta didik yang 
memiliki kesalehan individual dan sosial dengan menjunjung tinggi 
jiwa keikhlasan, kesederhanaan, kemandirian, persaudaran sesama 
umat Islam (ukhuwah Islamiyah), rendah hati (tawadhu), toleran 
(tasamuh), keseimbangan (tawazun), moderat (tawasuth), keteladanan 
(uswah), pola hidup sehat, dan cinta tanah air. 

Pasal 3 

Pendidikan keagamaan Islam meliputi: 

a. pendidikan diniyah; dan  
b. pesantren. 

BAB II 
PENDIDIKAN DINIYAH  

Bagian Kesatu 
Umum 

Pasal 4 

Pendidikan diniyah terdiri atas: 
a. Pendidikan diniyah formal; dan 

b. Pendidikan diniyah nonformal. 
Bagian Kedua 

Pendidikan Diniyah Formal 

Paragraf 1 
Jenjang Pendidikan  

Pasal 5 
(1) Pendidikan diniyah formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 

huruf a terdiri atas:  
a. Pendidikan diniyah dasar; dan 

b. Pendidikan diniyah menengah.  

(2) Pendidikan diniyah menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf b terdiri atas pendidikan diniyah menengah pertama dan 
pendidikan diniyah menengah atas. 

Pasal 6 

(1) Satuan pendidikan diniyah dasar terdiri atas 6 (enam) tingkat. 

(2) Satuan pendidikan diniyah menengah pertama terdiri atas 3 (tiga) 
tingkat; 

(3) Satuan pendidikan diniyah menengah atas terdiri atas 3 (tiga) tingkat. 
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